e “PEN EGAHAN KONFLIKHORIZONTAL |
‘ DAN TENBAKAN ANARKIS™

Necara Repubhk Inéone&a aclalah
Negara Kesatuan dan Persatuan. Sebagai
-Negara Kesatuan, Indonesia memiliki suatu
- bentuk dan 51stem pemermtahan yang
blrarkm sebagai Negara Persatuan, Indo-
nesia terdiri ‘dari:kesatuan-kesatuan
masyarakat oyang-ipluralistis--yang
membentak masyarakat bangsa.

- Untuk mempertahankan < Negara
Kesatuan dan Persatuan, diperlukan
penegakan hukum :secara konsisten dan
stabilitas di bidang -keamanan dan
keterfiban yang didukung oleh peran serta
masyarakat. Pengamanan. swakarsa yang
diorganisasilcan sebagai sistern swakarsa
sangat diperlukan . dalam - upaya
meningkatkan kesadaran dan ketertxban
UInUIL

Daéam hubungan ini, Poln smbagaz '

aparazm negara, secara konsekuen dan
konsisten harus siap mempertahankan

keuruhan dan integritds negarg Kesatuan -
dan Persatuan ‘Republik Indonesia sésuai
dengan Pancasila dan UUD 1945, Selaku -

penegak hukutm Polri memelihara dan .. 7 - dan perkembangan lingkungan sirategik,

--baik nasional, regional maupun global maka

memngkatkan tertib hukum serta membina

ketenrramar ‘masyarakat dalam wilayah >

negara ‘guna mewujudian keamanan dan
ketert;han masyarakat, ' Selaku Pengayom,
Polrid membemkan Derlm{imgan dan

peiayanan kepada ‘masyarakat ‘bagi’
ecaknya ketentuan dan perunéang-:_. S

zmdangan yang. beriaku

_Déwasa ini Polri‘dihadapkan ;mda"

masalah ‘keamanan,: ketertiban dan
disintegritas %Jangsa di daerah - daerah ter-

tmdakan anarkxs yang chlakukan plh'ak‘
pihak tertentu. Oleh sebab it ‘menjadi
kewajiban Polri untuk mencegah berbégai
masalah terse!}ut Upaya pena:egahan

upaya mengamanlcan negara éaax segala
maramlongrongan cian dxsmtegras: bangsa

II. TUGAS DAN FUNGSI POLRI“__" '

Sebetulnya masalah @i tubuh Polri
sendiri (internal) cukup banyalk. Pasal nya
Polri sebagai suatu institusi, kebcraciaannya
tidak pernah luput dari pengaruh-pengaruh
eksternal. Saat Poiri bergabung dengan
THI, muncul pergeseran-pergeseran (dis-
placement) dalam pelaksanaan tugas dan

‘fungsi Kepolisian -dimana peran; Polri
“-berada di Tuar tugas pokok Kepo];smn

Namun kini, Polri telal kembali ke fungst

rsesungguhriya vaitu sebagai- pehndun
RS pengayom, pelayan dan apamt penecak
o 'hul(um vang profesional.

.-Berkaitan dengan pemyaiaan tersebut

& ~ telah berimplikasi terhadap kehidupan
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:berb"mgsa dan bernegara. Dalam hal ini

pengarihnya cukup dirasakan  dalam

" pelaksanaan tugas Polri dalam memehhara
~.dan’‘menjaga keamanan dalam negeri dari

berbagai.bentuk gangguan yang ‘semakin

: I‘.ompleks baik dalam bentuk, kuahtas
" kuantitas maupun mobilitas.’ yang

kesemuanya in: berkaitan dengan aspek-
aspek kehidupan masyarakat.



e ~wajah’

e Perkembangan Po}n sendm sebetulnya

tidak © teriepas ‘dari pengembangan .

- masyamkamya sehingga wajah Polri adalah

- hal ini Polri-secara kontmyu merumuskan

N kembah kedudukan fugas. dan perannya

S syarakatnya.. Oleh sebab tu,
L pembangunan Polri ke depan:diarahkan
T menuju Po]151S1p:l(sz]1anP0hce} Dalam

"yang ‘sesua; dengan aspirasi masyarakat e

'yang ‘mengarah-pada keh:dupan negara
“yang lebih ‘demokratis yang menjunjung

5 _tmggx.supremaﬁ hukum'dan HAM datam o

- - tatananmasyarakat madani (Civil Society).

“ Untuk: mcnjawab aspirasi masyarakat ini,
- Kapolri ‘telah menyampaikan visi; misi,

- kebijakan dan_langkah-Tangkah strategik .

“Polri yang-menjadi-Komitmen Polri di
hadapan Komisi I dan II DPR tanggal 26
Nopember 2001.

+:Oleh-sebab.itu dengan dukungan
seIumh lapisan masyarakat Pemerintah dan
wakil rakyat, Polri bertekad untuk mampu
menjiadi Pelindung, Pengayom dan Pelayan
masyarakat yang selalu dekat dan bersama
masyarakat. Selain itu, Polri sebagai aparat
penegak hukum yang profesional selalu
menjunjung tinggi-supremasi. hukum dan
HAM memelihara keamanan dan ketertiban
masyarzkat serta mewujudkan keamanan
dalam megeri-dalam suatu kehidupan
nasional yang demokratis dan masyarakat
vang sejahtera. Dengan visi-ini; Polri
mengedepankan - perannya - selaku
pelindung, pengayom -dan.-pelayan
masyarakat . :yang  mengutamakan
pendekatan preventif dan persuasif.
Tindakan represif dan penggunaan
kekerasan merupakan langkah terakhir jika
terpaksa dilakukan dalam  upaya
menghentikan dan mencegah meleasnya
tindakan anarkis sckaligus ditujukan
memelihara ketertiban umum dan
menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan permasalahan di atas,
maka solusi yang diambil Polri dalam
menghadapi berbagai konflik dan aksi ke-

73

e _kerasan dalam upaya mempertahankan_._ '_
-NKRI secara umum adalah Ll

Poln akan mengusahakan dialog

_ dengan imasyarakat-yang bertikai dan L
. bertindak persuasif kepada mereka yang .

terlibat konflik, namun Polri bertindak tegas
dan keras jikaitu d;lakukan secara anarkas o

~-Dalam: menghadap: konflik di Poso

misalnya, . Polri. mendukung upaya .

.'pemermtah (yang_ dikoordinir Menko

Kesra), yang bersama-sama de_nga_n P

* “masyarakat yang bertikei melakukan dia-

log secara kekeluargaan sehingga hasilnya -

bisa diterima semua pihak. Pola dialog ini -
- akan dilakukan puia dalam menyelesaikan . . .

konflik-konflik yang terjadi di daerah lain, =

2. Polripun tetap mendukung upaya
pemerintah dalam melekukan dialog dan
mengedepankan . pendekatan persuasif
dengan masyarakat Aceh dan.Iran Jaya.
Demikian pule dengan anggota GAM dan
PDP. Namun jika mereka melakukannya
secara anarkis -dan berusaka untuk
memisahkan diri dari NKRI dengan cara-
cara kekerasan, Polri akan bertindak tegas
dalam upaya penegakan hukum secara
profesional demi terjaminnya keutuhan
wilayah hukum NKRIL

3. Polripun berusaha untuk meningkatkan
kemampuan dan bertindak tegas terhadap
kejahatan tertentu seperti fransnational
crime, organized crime, cyber crime,
HAKI, perbankan, KKN dan tindak
kriminal dengan teknologi tinggi baik yang
berskala regional, nasional maupun
internasional. Demikian pula kemampuan
di kesatuan kewilayahan ditingkatkan
dengan atensi khusus terhadap kejahatan
vang meresahkan masyarakat serta
mengem-bangkan penyidikan secara
ilmiah.



L JAWABAN TERHADAP -
PERTANYAAN DEWAN -

~ Untuk ‘menjawab berbagai pertanyaan
yang digjukan anggota Dewan yzmg kami
hormati, *kami~ bertsaha - untuk

.men;awabnya sesual ‘denigan tugas ‘dan

fungsi Pold SAbaga; ‘aparat penegak hukum,

‘péngaycm,”’ pcimdung dan: pemb;mbmg

masyarzkat, serta penyld]k dan penyehd;k
tindak pldana hukum“Jawaban Polri

: temadap' mmyaan Dewan adalah

1. K{mﬂlk honzcnt&i dan tmciakan anarkls

ferjadi karena berbagai macam faktor

" sepertisfaktor ‘politik, ekonomi; sosial

budaya, dan faktor keamanan/penegzkan
hukum. _
4. Faktor Politik seperti :
: 1')' ‘Konflik yang terjadi antara
“kekuatan-kekuatan sosial pohtik
“baik di pusat maupun di dacrah.
i 2) Konflik antar pendukung atau antar
" akar rumput partai-partai poht;k
b. Faktor eckonomi seperi :
‘1) Kehidupan masyarakat yang
" semnakin berat akibat kenatkan
" hargadan banyaknya orang terkena
PHEK.
2) Masalah upah seperti upah mini
mum propinsi.
3) Tingkat kesenjangan antara
" kelompok berpendapatan tinggi
dan rendah yang semakin
meningkat.
¢. Faktor sosial-budaya seperti :
1) Perbedaan latar belakang suku,
agama, etnis dan budaya.
2) Lemahnya peranan tokoh-tokoh
formal dan informal.
3) Hilangnya budaya lokal akibat
penyeragaman budaya dari pusar,
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d. Faktor keamauan dan. penegakan
hukum seperti: i
21y Keudakpuasan masyarakat atas
" 7. penegakan hukum yang tidak- tuntas

- ©2) - Usaha-usaha daersh tertentu untuk
melepaskandm dan NKRI '

2. Langicah dan Kebuakan yang pcrlu
difakukan untuk meredam dan mencegah
meluasnya: konfiik dan: tindakan. anarkls
dalam masyarakat adalah - e
a -: Setiap kasus tentang konflik dan a.k31
“anarkis yang terjadi harus dlselesaxkan
* secara tuntas sedini mungkin .
(kemampuan deteksi). -
b. = Pemantapan kembali kerja sama/
keordinasi antar aparat penegak hukum
" dan masyarakat. s

3. Llangkah-langkah yang perlu dilakukan

guna mengatasi dampak sosial akibat

konflik dan tindakan anarkis adalah : i

a. kebijakan pemerintah yang bersifat
makro atau yang bersifat antar -
Departetnen, misalnya Kantor Menko
Kesra, Depdagri, Pemda (Propinsi,
Kabupaten), Polri dan aparat lainnya
yang terkait guna mengatasi konﬂlk dan
aksi anarkis.

b. Dampak sosialnya perlu dlselesaakan
pada tingkat awal dengan sesegera
mungkin. :

¢. Diusahakan tidak terjadi masalah-
masalah baru yang timbul sehubungan
dengan upaya mengatasi dampak sosiai
tersebut misalnya penyalahgunaan
bantuan, penggelapan barang bantuan
dan sebagainya.

4. Penegakan hukem secarz tegas dan
konsisten guna memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat.



a  Sudah wakmnya pene gakzuz hukum
_ _dliakukan secara tegas, kon51sten dan -
untas gunaz mermelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat sesuai dengan
tugas dan fungsi Polri: ~
b. Unfuk penegakan hukum di ates maka
dipertukan keikufsertaon masyarakat
-C‘.T S dan TN¥ '

5. Peran dan pengamh tokeh agama dan

-tc}}\oh ma:yaralxat dalam penangauaa_

lxcnﬂ.}}\ horizontal danaksi anarkis,
‘2 .Tokohagama dantokoh masyarakat
: Sangat i}expemn dalam merc,dazn :
j konﬂm dan tmdakau anarkis sepem
: dlcontohkaﬁ dalarn penyeleﬂaua_n
-konflik Poso di Malino dan akan
diikuti oieh penyelesman konfll}\ di
Ambon.
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b Perlu pertemuan—pertemuan dini/awa}
antar tokoh agama dan tokoh masyara-
kat sebelumn konflik meluas. Jadi tidak
boleh lagi, baru ada pertermuan setelah
~ terjadinya konflik den aksi anarkis di
daerah tersebut.

Namun demikian, pelaksanaan ugas Poiri
di atas tidak dapat diselesaikan oleh Polri
sendiri tanpa dukungan pemerintzh, aparat

penegak “hukum Jdainnya, TNI dan

masyarakat. Oleh sebab itn, motto: Polri
adalah “Sul.sesn_ya Poin aéalah Kepuaszm
Masyazaka &






